WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa dalam pembayaran biaya belanja perjalanan
dinas, selain pembayaran biaya perjalanan dinas
dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan
mekanisme Pembayaran Langsung diperlukan
mekanisme Tambah Uang Persediaan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perjalanan
Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
pembentukan  Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Tahun Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2854);



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor
02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor
02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu

Tahun 2017 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015
Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah
Kota (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 51)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal sesudah angka 18
ditambahkan 3 angka yaitu angka 19, angka 20 dan
angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu,
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Bengkulu.

6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat Sesda
adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bengkulu, yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.



10.

11.

12.
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14.

15.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Perangkat daerah pada
Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi OPD.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya
disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk  melaksanakan  sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi OPD.

Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Rencana Kerja dan Anggaran OPD, yang selanjutnya
disingkat RKA-OPD adalah Dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang
selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah Dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran.

Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2015 adalah Pedoman umum dan batasan
biaya maksimal dalam penyusunan RKA-OPD dan
pelaksanaan anggaran OPD yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun

anggaran 2015.
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17.

18.
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20.

21.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat
pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat
tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas
serta  pemberian  fasilitas  perjalanan  dan

pembiayaan.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah

dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai

dengan bukti pengeluaran yang sah.

Mekanisme Uang Persediaan adalah mekanisme
sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai uang muka
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional

kantor sehari-hari

Mekanisme pembayaran langsung adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada
Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas
dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas
atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan

Surat Perintah Membayar Langsung

Mekanisme tambah uang adalah uang muka yang
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu)

bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) ditambahkan satu huruf

yaitu huruf c, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam
batasan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-
SKPD berkenaan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan
melalui :

a. Mekanisme Uang Persediaan.

b. Mekanisme Pembayaran Langsung.

c. Mekanisme Tambah Uang Pesediaan



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

ARIF GUNADI

~ Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIA

EE UKUM
SEKRETARIAT D KOTA BENGKULU

&

NURLIA DEWI, SH, MA
NIP.19850418 200312 2 002

Cap/dto
H. HELMI HASAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...23....



